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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan di atas dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perkawinan adat merariq yang terdapat di Pulau Lombok merupakan 

wujud kearifan lokal yang masih dilestarikan. Tradisi ini digunakan 

sebagai bukti keberanian seorang laki-laki pada calon isteri dan 

keluarganya sebelum perkawinan. Tradisi ini dianggap lebih kesatria 

dibandingkan dengan cara yang lainnya karena seorang laki-laki telah 

berani menggambil resiko dan berani bertanggung jawab.  

Merariqbukan produk budaya perkawinan yang “genuine” dari 

masyarakat suku Sasak. Merariqmerupakan tradisi yang dibawa oleh 

masyarakat Bali pada saat melakukan kolonialisasi di wilayah pulau 

Lombok. Tradisi ini dipandang warisan budaya masyarakt Hindu dan 

tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam. 

Namun pada praktiknya adat merariq ini sering disangkut pautkan 

dengan tindsak pidana penculikan yang terdapat dalam Pasal 328, Pasal 

330, dan Pasal 332 dalam KUHP, karena tata cara pelaksanaan adat 

merariq ini adalah dengan cara membawa lari perempuan yang hendak 

dinikahinya dengan dan atau tanpa persetujuan wali dari pihak 

perempuan. 
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2. Kriteria kebijakan formulatif dalam perkawinan adat merariq dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Kebutuhan ini didasarkan 

pada nilai-nilai kebudayakan dari suatu bangsa (latency) yang merdeka 

dan berdaulat. Terlebih lagi bagi negara yang pernah mengalami masa 

penjajahan dan saat ini masih mewarisi sistem hukum  dari negara yang 

menjajahnya, baik melalui asas konkordansi, jurisprudensi dan doktrin 

yang ditanamkan oleh penjajah yang pada perkembangan selanjutnya 

tidak banyak dipahami oleh generasi baru dari negara tersebut.  

Pembaharuan hukum bagi negara tersebut mutlak untuk dilakukan 

sehingga terwujud hukum pidana nasional.  

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus 

dilandasakan pada tujuan nasional yang ingin di capai oleh bangsa 

sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. 

B. SARAN 

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat 

penulis temukan antara lain: 

1. Berkaitan dengan adat Sasak merariq yang terdapat di Pulau Lombok 

sebaiknya dibuatkan hukum adatnya untuk memperkuat jika ada yang 

melanggar dari ketentuan-ketetuan adat yang ditinggalkan oleh nenek 

moyang terdahulu. Karena terlihat pada praktiknya saat ini adat Sasak 

merariq sudah banyak memiliki pergeseran dari orisinalitas adat merariq 

tersebut.  
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2. Kebijakan formulatif terhadap perkawinan Sasak merariq sebaiknya dapat 

menemukan jalan keluar atas kekosongan  norma yang terjadi anatra adat 

dengan hukum  nasional yang berlaku. Diharapkan juga untuk ke 

depannya ada aturan yang megatur secara jelas tentang bagaimana hukum 

nasional memebrikan sanksi jika terdapat pelanggaran adat yang di dalam 

adat itu sendiri tidak ada hukum adat yang mengatur dan melindunginya. 

Khusunya dalam pembahasan penulisan ini yaitu tentang perkawinan adat 

yang dibebrapa tulisan lainpun sering dikaitkan dengan penculikan yang 

terdapat dalam Pasal 328, Pasal 330, dan Pasal 332. 
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